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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

1. Ukuran Efektivitas Program Samsat Keliling terdiri dari 5 indikator menurut teori 

makmur (2011) dan teori Sugiono (2001) : 

a) Pada aspek ketepatan sasaran, program Samsat Keliling sudah berjalan dengan 

efektif karena sangat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor. sasaran program ini  yaitu seluruh wajib pajak di 

Kota Kupang.  

b) Pada aspek ketepatan penentu waktu, program Samsat Keliling sudah 

memberikan pelayanan dalam kurun waktu yang cepat dan tidak rumit mulai 

dari tahap pendaftaran sampai tahap penyerahan sehingga wajib pajak merasa 

puas dengan waktu pelayanan.  

d) Pada aspek sarana dan prasarana, Samsat Keliling telah menyediakan fasilitas 

sarana dan prasarana yang cukup memadai. Seperti tersedianya tempat duduk, 

computer, printer, dan berbagai alat penunjang lainnya. 

e) Pada aspek ketepatan dalam menentukan pilihan, program Samsat Keliling 

sebagai program yang paling diminati wajib pajak dalam melakukan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

f) Pada aspek pencapaian tujuan program, program Samsat Keliling sudah berjalan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan, karena telah tepat pada sasaran dan 

efektif dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kota 

Kupang. 
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2. Penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui program Samsat Keliling 

mengalami peningkatan pada tahun 2019-2021 dengan tingkat presentase 

pertumbuhan dari 52,51% - 95,82%. Hal ini menunjukan bahwa Program Samsat 

Keliling sudah cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan 

bermotor di Kota Kupang. 

3.  Penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan pada UPTD 

SAMSAT Kota Kupang dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Namun 

pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan diakibatkan masih terdapat banyak 

wajib pajak yang menunggak, proses pelayanan yang lambat, kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan 

bermotor, serta pengaruh pandemi COVID-19, sehingga realisasi tidak mencapai 

target yang sudah di tetapkan. 

6.2     Saran  

1.  Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bagi UPTD Pendapatan daerah 

Wilayah Kota Kupang sebagai berikut : 

a) Lebih meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam 

program Samsat Keliling, dan menambah  mobil agar tidak terjadi antrian 

panjang dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta dapat 

menjangkau wilayah yang belum merasakan program tersebut. 

b) Meninjau ulang kerjasama dengan penyedia jaringan online untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga jaringan online dapat 

diminimalisir. 
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c) Menambah jenis pelayanan, tidak hanya pembayaran pajak tahunan tetapi 

diharapkan juga dibuka pelayanan tambahan seperti penggantian STNK, 

dengan penggantian plat nomor dan pembayaran bea balik nama kendaraan 

bermotor.  

d) Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait dengan prosedur dan 

kebijakan pelayanan program Samsat Keliling sehingga wajib pajak dapat 

memanfaatkan program dengan bijak dan benar. 

e) Samsat keliling harus menetapkan berapa target yang harus diperoleh perhari 

atau perbulannya. 

f) Samsat Keliling harus menyediakan alat pembayaran seperti Mobile bangking, 

internet bangking, Digital wallet, dan sebagainya sehingga apabila wajib 

pajak datang membayar dan mengalami kekurangan uang yang dibawa tidak 

harus pulang atau pergi mencari ATM yang jauh dari lokasi pelayanan samsat 

keliling.  

2. Saran bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang : 

a) Wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban 

melakukan pembayaran pajaknya. 

b) Dengan adanya Samsat Keliling wajib pajak harus lebih patuh dalam 

membayar pajaknya. 

c) Wajib pajak dapat berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap 

kebijakan program Samsat Keliling guna lebih meningkatkan kualitas 

pelayanan yang diberikan dan dirasakan oleh wajib pajak. 
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